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MOTTO 

 

 

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 

kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia  

dengan kemajuan selangkah pun” 

 

 

(Bung Karno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  Dikutip dari : Menuju Puncak Prestasi, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2 
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RINGKASAN 

 

 

Terkait pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang demokratis dalam 

pelaksanaan sistem pemerintahan bahwasanya partisipasi masyarakat merupakan salah 

satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah 

(Perda). Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, secara jelas mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda yang menyatakan bahwa 

masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka 

penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. 

Menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga 

terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau 

tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Hak masyarakat 

dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Oleh 

karena itu pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan termasuk Perda haruslah diatur secara lebih jelas. 

Rumusan Masalah meliputi : (1) Bagaimanakah bentuk dan mekanisme 

pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang demokratis dalam pelaksanaan sistem 

pemerintahan ? dan (2) Apakah hambatan dalam pembentukan kebijakan pemerintah 

daerah yang demokratis dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ? Tujuan umum 

penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Metode penelitian 

dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya 

permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan 

dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe 

penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah 

menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan 

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.  
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ; Bentuk dan 

mekanisme pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang demokratis dalam 

pelaksanaan sistem pemerintahan peraturan daerah bahwa peraturan daerah dibentuk 

oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan kepala pemerintahan (eksekutif) 

daerah berikut adanya partisipasi masyarakat. Di sinilah arti pentingnya peran serta 

masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan daerah sebagai bentuk 

demokrasi. Demokrasi partisipatoris diharapkan lebih menjamin bagi terwujudnya 

produk undang-undang yang responsif, karena masyarakat ikut membuat dan memiliki 

lahirnya suatu peraturan daerah. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan 

peraturan daerah ini juga akan menjadikan masyarakat lebih bermakna dan pemerintah 

lebih tanggap dalam proses demokrasi, sehingga melahirkan pemerintahan yang 

bermoral dan warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Hambatan 

dalam pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang demokratis dalam pelaksanaan 

sistem pemerintahan, adalah keterbatasan pada partisipasi masyarakat dalam penyusunan 

peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah hanya 

pada tahap penyiapan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, 

sedangkan dalam tahap penyiapan rancangan Peraturan Daerah tidak sepenuhnya dapat 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Oleh karena, masih 

memerlukan kejelasan mengenai kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat 

berpartisipasi dalam pembentukan perda, baik pada tahap penyiapan maupun 

pembahasan.  

Saran yang dapat diberikan bahwa, Peran serta masyarakat akan lebih 

meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan mendorong para pembentuk 

hukum untuk membuat peraturan daerah yang implementatif sesuai kebutuhan dan 

harapan masyarakat dan dapat diminimalisir dari gejolak ataupun tuntutan ketidak 

puasan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut merupakan tuntutan dan tantangan 

bagi pembentuk hukum untuk membuat peraturan perundang-undangan (peraturan 

daerah) yang partisipatif. Sehubungan dari sisi peraturan perundang-undangan tidak 

diatur secara tegas tentang harus dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan daerah, maka diperlukan komitmen dari pembentuk hukum di 

daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan DPRD untuk melibatkan masyarakat dalam 

setiap pembahasan peraturan daerah. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

xiv 

 

DAFTAR ISI 

 

            Hal. 

Halaman Sampul Depan…………………………………………………………........ 

Halaman Sampul Dalam ………………………………………………………........... 

Halaman Motto …..…………….……..………………………………….................... 

Halaman Persembahan …………………………………………………………......... 

Halaman Persyaratan Gelar ………………………………………………………...... 

Halaman Persetujuan .......................................................………………………….... 

Halaman Pengesahan …..……………………..……………………………………... 

Halaman Penetapan Panitia Penguji ……………………………………………….... 

Halaman Pernyataan ……………………………………………………………….... 

Halaman Ucapan Terima Kasih ……………………………………………………... 

Halaman Ringkasan ………………………………………………………………..... 

Halaman Daftar Isi …..……………………..……………………..………………..... 

Halaman Daftar Lampiran ………………………………………………………........ 

I 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

viii 

ix 

x 

xii 

xiv 

xvi 

BAB I PENDAHULUAN …..……………………..………………..…….…...... 1 

 1.1 Latar Belakang …..……………………..…………..…........…....... 1 

 1.2 Rumusan Masalah …..……………………………………….…..... 4 

 1.3 Tujuan Penelitian ……………………………………….................. 4 

 1.4 

1.5 

Manfaat  Penelitian …..………………….………………..….….... 

Metode Penelitian …..………………….………………..….…....... 

4 

5 

     1.4.1   Tipe Penelitian …………………………………………....... 

1.4.2   Pendekatan Masalah ...…..……………….……………........ 

5 

5 

     1.4.3   Bahan Hukum ………………………………........................ 

1.4.4   Analisis  Bahan Hukum …………………............................. 

6 

7 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………………………............. 9 

 2.1 

 

 

2.2 

Pemerintah Daerah   .......................................................................... 

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah  ............................................. 

2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah  ......................................... 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah    ................................................ 

2.2.1   Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah    ................... 

9 

9 

11 

16 

16 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

xv 

 

  

2.3 

 

 

2.4 

2.2.2   Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  ................. 

Otonomi Daerah  ............................................................................... 

2.3.1   Pengertian Otonomi Daerah  ..................................................   

2.3.2   Hakikat Otonomi Daerah   ..................................................... 

Kebijakan Daerah ............................................................................. 

2.4.1  Pengertian Kebijakan Daerah .................................................. 

2.4.2  Tahap Penyusunan Kebijakan Daerah  ................................... 

2.4.3  Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Demokratis ..................   

17 

19 

19 

23 

28 

28 

30 

32 

BAB III PEMBAHASAN…………………….........................................................  35 

 3.1 Bentuk Mekanisme Pembentukan Kebijakan Pemerintah Daerah 

Yang Demokratis dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan ........... 

  

35 

 3.2 

  

Hambatan dalam Pembentukan Kebijakan Pemerintah Daerah 

Yang Demokratis dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  ........... 

 

48 

BAB IV PENUTUP …………………………………….......................................  61 

 4.1 Kesimpulan …..……………………..……………........................ 61 

 4.2 Saran-saran ..………………..………………………..................... 62 

DAFTAR BACAAN  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

xvi 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran    :   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

                       Pembentukan Produk Hukum Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian 

otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan 

mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menerbitkan Peraturan 

Daerah, sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 236 sampai dengan Pasal 257 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana 

dalam ketentuan itu disebutkan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah. Lebih lanjut tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 236 Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa : Peraturan Daerah ditetapkan oleh 

kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daerah 

tersebut dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ 

kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan penjabaran 

lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Berdasarkan hal tersebut, suatu 

Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah berlaku 

setelah diundangkan dalam lembaran daerah. 

Sebagaimana disebutkan oleh Ni‟matul Huda terkait dengan pembentukan 

Peraturan Daerah bahwa :  
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Sebagai produk para wakil rakyat bersama dengan pemerintah, maka 

Peraturan Daerah itu, seperti halnya undang-undang dapat disebut 

sebagai produk legislatif (legislative act) sedangkan peraturan-

peraturan dalam bentuk lainnya adalah produk regulasi atau produk 

regulatif (regulative act). Perbedaan antara peraturan daerah dengan 

undang-undang hanya dari segi teritorial semata atau berlakunya 

peraturan tersebut bersifat nasional atau lokal. Undang-undang 

berlaku secara nasional, sedangkan eraturan daerah hanya berlaku 

dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja yaitu 

dalam wilayah daerah propinsi, wilayah daerah kabupaten, atau 

wilayah daerah kota.
1) 

 

Peraturan Daerah pada dasarnya ada 2 (dua) yaitu Peraturan Daerah 

Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa : Peraturan  

Daerah  Provinsi  adalah  Peraturan Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  

DPRD  Provinsi  dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota  adalah  Peraturan Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  

DPRD  Kabupaten/Kota  dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.  Lebih 

lanjut disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa 

: Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah. 

Pemberian otonomi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota menimbulkan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan 

bagi pemerintah daerah dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya. 

Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara 

lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian itu 

pula kebijakan otonomi daerah telah menjadi pemicu lahirnya ribuan Peraturan 

Daerah (Perda) di berbagai propinsi dan kabupaten.  Pemerintahan daerah yang 

demokratis dapat dikaji dari dua aspek, yakni aspek tataran proses maupun aspek 

                                       
1) 

 Ni‟matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Nusa Media, Bandung, 2012, 

hlm.233-234 
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tataran substansinya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dpaat dikatakan 

demokratis secara proses apabila pemerintahan daerah bersangkutan mampu 

membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam semua pembuatan maupun 

pengkritisan terhadap sesuatu kebijakan daerah yang dilaksanakan. 

Dalam proses pembentukan suatu perda, masyarakat berhak memberi 

masukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini, 

dimulai dari proses penyiapan pada waktu pembahasan rancangan perda. 

Penggunaan hak masyarakat ini dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata 

tertib DPRD. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda 

merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan 

maupun tahap pembahasan.Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada 

masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas 

pengaturan mengenai kewajiban pemerintahan daerah untuk memenuhi hak atas 

partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut. 

Terkait pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang demokratis dalam 

pelaksanaan sistem pemerintahan tersebut penulis melakukan analisis terhadap 

pembentukan kebijakan daerah di Kabupaten Jember menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan inventarisasi peraturan daerah yang 

terbentuk selama periode tahun 2014 di Kabupaten Jember telah terbentuk 2 (dua) 

peraturan daerah yaitu :  

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jember Tahun 

Anggaran 2013 ;  

2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan APBD Kab. Jember Tahun Anggaran 2014 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan 

mengkaji masalah pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang demokratis, 

dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : “Eksistensi Kebijakan 

Pemerintah Daerah Yang Demokratis dalam Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah” 
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1.2  Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka 

penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme pembentukan kebijakan pemerintah 

daerah yang demokratis dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ?  

2. Apakah hambatan dalam pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang 

demokratis dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ?  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Memahami dan mengetahui bentuk dan mekanisme pembentukan kebijakan 

pemerintah daerah yang demokratis dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. 

2. Memahami dan mengetahui hambatan dalam pembentukan kebijakan 

pemerintah daerah yang demokratis dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat 

akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Jember. 

2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat 

teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait pembentukan 

kebijakan pemerintah daerah yang demokratis dalam pelaksanaan sistem 

pemerintahan berikut hambatan dalam pembentukan kebijakan pemerintah 

daerah yang demokratis dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. 

3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna 

khususnya bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan 

almamater. 
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1.5   Metode Penelitian  

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus 

dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam 

rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. 

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau 

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga 

penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat 

digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan–bahan hukum 

yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran 

ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan 

dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai 

pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :  

 

1.5.1   Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan 

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan 

mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. 
2)  

 

1.5.2   Pendekatan Masalah 

 Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan 

yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek 

mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari 

jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) 

macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual yang diuraikan sebagai berikut : 

 

                                       
2)  

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 

hlm.194 
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1.   Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil 

dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang 

dihadapi 
3)

 

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

(Conceptual Approach) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan 

dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat 

diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin 

hukum.
4)

 

 

1.5.3 Bahan Hukum 

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan 

untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi 

ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu : 

 

1.5.3.1  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang 

undangan dan putusan–putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan 

hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini adalah :  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; 

                                       
3) 

   Ibid, hlm.93 
4) 

   Ibid, hlm.138
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah. 

 

1.5.3.2  Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang 

berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan 

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.
5)

 Adapun yang 

termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan 

penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan 

para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan 

putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang 

memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang 

memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, 

dan situs-situs internet. 

 

1.5.3.3   Bahan Non Hukum  

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber 

bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non 

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik 

penulisan skripsi.
6) 

 

1.5.4  Analisis Bahan Hukum 

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu 

metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum 

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan 

komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain 

dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,  

                                       
5) 

Soerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165
 

6)   
Opcit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 164 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


8 

 

 

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan 

kajian sebagai bahan komparatif.  

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu 

penelitian hukum, yaitu : 

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ; 

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ; 

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan 

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum 

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah 

dibangun di dalam kesimpulan.
7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
7)   

Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm.171
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Pemerintah Daerah  

2.1.1  Pengertian Pemerintah Daerah  

Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi 

(desentralisasi) dan tugas perbantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di 

daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum 

sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam 

Undang Undang Dasar. Karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah 

pusat dengan daerah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah 

daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun 

demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan 

penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat 

dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya. 

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan 

mendesentralisasikan kewenangan-kewenagan yang selama ini 

tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses 

desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari 

tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga 

terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan 

kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus 

kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, 

maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi 

daerah itu, arus dinamika kekuasaan yang pergerakannya bergerak 

sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.
8)

  

 

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ; kata pemerintahan, pemerintah, pemerintah daerah, 

pemerintahan daerah jelas dibedakan artinya satu sama lain. Dirumuskan bahwa 

pemerintah adalah pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah daerah 

                                       
8)

  Jimly Assiddiqie.2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.  Jakarta. Konstitusi Press. 

hlm.278 
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adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, kata pemerintahan daerah 

dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan 

pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan 

subjek penyelenggaranya. Pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah adalah 

gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat daerah. Dalam 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota 

tepatnya masing-masing disebut sebagai Kepala Pemerintah Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam Undang Undang Dasar 

1945, pembedaan kedua istilah pemerintah dan pemerintahan itu 

juga tergambar pada judul Bab III, ”kekuasaan pemerintahan 

negara” dan Bab VI ”Pemerintah Daerah”. Demikian pula dalam 

Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat (6) perumusannya dimulai 

dengan ”pemerintahan daerah” sebagai subjek kalimat.
9)

  

 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).  Pemerintah daerah adalah gubernur, 

bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah merupakan 

badan eksekutif daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau 

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

                                       
9)

  Jimly Assiddiqie, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, PT. 

Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm.411 
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DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah.  Pemisahan dua unsur pemerintahan daerah tersebut di atas, 

yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah, dengan 

maksud untuk menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai 

komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan 

pembangunan di daerah. Pemikiran demikian merupakan salah satu usaha untuk 

memberikan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang 

tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah 

yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan kebijakan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan. 

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu satu orang wakil 

presiden serta menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan dan penyelenggara 

pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah 

dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah ; untuk 

provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut 

walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang 

masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut 

wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota. Berdasarkan definisi yang 

telah dikemukakan diatas, maka pengertian dari Pemerintahan Daerah pada 

dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang 

memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang menerima dan 

melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat. Pemerintah daerah 

memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang 

meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum 

yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah 

sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk 

menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. 

 

2.1.2   Kewenangan Pemerintah Daerah   

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan 

penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
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dalam konteks bentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara 

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 

ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  1945 

menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur 

dengan undang undang. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, 

akuntabilitas, dan efesiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan 

pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hak dasar, 

kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar minimal, prasarana lingkungan dasar, 

sedangkan urusan pemerintahan pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan 

kekhasan daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

propinsi merupakan urusan dalam skala propinsi yang meliputi : 

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;  

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;  

5. Penanganan bidang kesehatan;  

6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia;  

7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;  

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;  

9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah 

termasuk lintas kabupaten/kota;  

10. Pengendalian lingkungan hidup;  

11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;  

12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;  

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;  

14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas 

kabupaten/ kota;  

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat 

dilaksanakan oleh kabupaten/kota;  

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.  

 

Urusan pemerintahan propinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan 

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 

daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota merupakan urusan dalam skala kabupaten/kota, antara lain 

meliputi : 

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;  

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;  

5. Penanganan bidang kesehatan;  

6. Penyelenggaraan pendidikan;  

7. Penanggulangan masalah sosial;  

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;  

9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;  

10. Pengendalian lingkungan hidup;  

11. Pelayanan pertanahan;  

12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;  

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;  

14. Pelayanan administrasi penanaman modal;  

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;  

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.  

 

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan 

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 

daerah. Pemerintah Daerah mempunyai beberapa tugas dan wewenang 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang, 

sebagai berikut : 

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;  

b) Mengajukan rancangan peraturan daerah; 

c) Menetapkan Perda yang telah mendapat  persetujuan bersama 

DPRD; 

d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD 

kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;  

e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;  

f) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; dan 

g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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Selain tugas dan wewenang tersebut, kepala daerah juga mempunyai 

kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 27 Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 yang isi selengkapnya yaitu :  

1) Dalam  melaksanakan    tugas    dan   wewenang   sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil 

kepala daerah mempunyai kewajiban : 

a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;  

c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 

d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;  

e) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-

undangan;  

f) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; 

g) Memajukan dan  mengembangkan daya saing daerah; 

h) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 

i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan daerah;  

j) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di 

daerah dan semua perangkat daerah;  

k) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.  

2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan 

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, 

dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban   kepada   

DPRD,   serta   menginformasikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kepada masyarakat. 

3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden 

melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri 

Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun. 

4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah 

sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.     

5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.   

 

Sementara itu, wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas : 
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a) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan 

pemerintahan daerah; 

b) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan 

instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau 

temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan 

pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan 

pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan 

hidup;  

c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; 

d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala 

daerah kabupaten/kota; 

e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah 

dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;  

f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 

diberikan oleh  kepala daerah; dan 

g) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala 

daerah berhalangan. 

 

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang 

dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada kepala daerah (gubernur, bupati atau Walikota) melalui Sekretaris Daerah, 

serta bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan 

untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh 

pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi 

(khusus untuk Dinas Daerah Propinsi).  

Dalam menyelenggarakan tugasnya, dinas daerah berfungsi : merumuskan 

kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ; pemberian izin dan 

pelaksanaan pelayanan umum, serta pemberian pelaksanaan tugas sesuai dengan 

lingkup tugasnya. Untuk Dinas Daerah Propinsi sebanyak-banyaknya terdiri atas 

10 (sepuluh dinas) sedangkan Dinas Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 14 

(empat belas) dinas. Untuk melaksanakan kewenangan propinsi di daerah 

Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Propinsi 

(UPTD2P) yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa daerah 

Kabupaten /Kota. Pada Dinas Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang 

mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.  
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Lembaga teknis daerah propinsi/kota merupakan unsur pelaksana tugas 

tertentu, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) melalui Sekretaris 

Daerah. Lembaga ini melaksankan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak 

tercakup oleh Sekretaris Daerah dan Dinas Daerah, meliputi bidang penelitian dan 

pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, 

perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan 

kesehatan. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah 

sakit daerah, baik untuk wilayah propinsi, maupun kabupaten/kota. 

 

2.2   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

2.2.1   Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah 

sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah, 

DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi 

serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.  Pemisahan dua 

unsur pemerintahan daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 

Pemerintah Daerah, dengan maksud untuk menempatkan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) sebagai komponen penting dan sentral dalam 

menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran demikian 

merupakan usaha perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang 

tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan kebijakan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Agung 

Djojosoekarto menyatakan bahwa :  

Perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di daerah dimanifestasikan 

lebih lanjut lewat pemberian peran yang relatif lebih besar kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan 

fungsinya, yaitu fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan 

(legislation function), fungsi perwakilan (representation function), 

dan fungsi pengawasan (controlling function), fungsi anggaran 
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(budgeting function), dan fungsi seleksi pejabat publik (selection 

function).
 10) 

 

2.2.2  Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD 

mempunyai tugas dan wewenang untuk : 

a) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk 

mendapat persetujuan bersama; 

b) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD 

bersama dengan  kepala daerah; 

c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, 

APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 

pembangunan daerah, dan kerja sama internasional  di daerah; 

d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala 

daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri 

Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam 

Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; 

e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan 

wakil kepala daerah; 

f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 

daerah terhadap rencana perjanjian internasional di  daerah;  

g) Memberikan persetujuan  terhadap rencana kerja sama 

internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;  

h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;  

i) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; 

j) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;  

k) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah 

dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 

 

Untuk menjalankan tugas dan wewenang tersebut di atas, kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diberikan sejumlah hak yaitu hak bertanya, 

hak meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota, hak meminta 

keterangan kepada Pemerintah Daerah (hak interpelasi), hak mengadakan 

penyelidikan (hak angket) dan hak mengajukan pernyataan pendapat, 

sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang 

                                       
10)

  Agung Djojosoekarto, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Jakarta UII Press, 2006, 

hlm.415 
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Nomor 23 Tahun 2014. Hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain adalah : 

a) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah; 

b) Mengajukan pertanyaan; 

c) Menyampaikan usul dan pendapat; 

d) Memilih dan dipilih; 

e) Membela diri; 

f) Imunitas; 

g) Protokoler; dan 

h) Keuangan dan administratif. 

 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal  45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan tentang kewajiban anggota DPRD, 

antara lain : 

a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala 

peraturan perundang-undangan; 

b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; 

e) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat; 

f) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 

kelompok, dan golongan. 

g) Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku 

anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis 

terhadap daerah pemilihannya. 

h) Menaati Peraturan Tata Tertib,  Kode Etik, dan sumpah/janji anggota 

DPRD;   

i) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

yang terkait  

 

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan 

pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka 
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representasi rakyat di Kabupaten/Kota. Fungsi-fungsi tersebut terwujud dalam 

bentuk : 

1) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama 

Kepala Daerah 

2) Fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD 

bersama Pemerintah Daerah 

3) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap 

pelaksanaan Undang-undang, peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah 

dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah  

 

2.3  Otonomi Daerah     

2.3.1   Pengertian Otonomi Daerah  

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia 

adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) 

UUD 1945 disebutkan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-

tiap propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang 

diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam salah satu isi penjelasan Pasal 

18 Undang Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa : “Di daerah-daerah yang 

bersifat otonom (streek dan locate rechtsgemeenschappen) atau daerah 

administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan 

undang-undang.” 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah otonom, selanjutnya 

disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Otonomi Daerah 

menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 
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menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan 

penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

dalam konteks bentuk negara kesatuan. Sedangkan prinsip Otonomi Daerah di 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dalam penjelasan umumnya adalah : Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan 

mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan yang ditetapkan 

dalam undang-undang.  Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, dalam 

menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak : 

a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;  

b) Memilih pimpinan daerah; 

c) Mengelola aparatur daerah; 

d) Mengelola kekayaan daerah;  

e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 

f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya yang berada di daerah; 

g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah 

h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. 

 

Selain hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam ketentuan 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Terdapat 15 (lima belas) kewajiban yang dipunyai oleh daerah, yaitu : 

a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 

c) Mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;  

e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 

f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 

g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; 

h) Mengembangkan sistem jaminan sosial; 

i) Menyusun perencanaan  dan tata ruang daerah;   

j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 

k) Melestarikan lingkungan hidup; 
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l) Mengelola administrasi kependudukan; 

m) Melestarikan nilai sosial budaya; 

n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya; dan 

o) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 

21 dan Pasal 22 tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan 

daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah 

yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan 

daerah tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, 

patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Menurut Syaukani dan Afan 

Gafar :  

Otonomi Daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan 

Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan kewajiban daerah 

dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada 

hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban dari pada 

hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya 

pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat 

yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tangung 

jawab.
11)

 

 

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Siswanto Sunarno 

menyebutkan bahwa : 

Ide otonomi daerah bermula dari akibat kesalahan di masa lalu, baik 

secara struktural maupun kultural, yang imbasnya sampai uga pada 

persoalan fundamental kenegaraan kita, misalnya muncul fenomena 

baru untuk memisahkan diri, meraih otonomi seluas-luasnya, atau 

memilih merdeka. Berbagai tuntutan dan harapan tersebut, entah 

yang bersifat alami ataupun bermuatan politis, luas ataupun terbatas, 

dilatari oleh berbagai persoalan yang amat kompleks. Muncul 

sejumlah protes dan pertanyaan kritis berkisar pada masalah ketidak 

adilan sosial, dominasi pusat, ketimpangan pembangunan, 

kesenjangan perekonomian antar daerah, pembagian penerimaan 

negara dan daerah yang tidak berimbang, juga masalah marginalissi 

potensi dan putra daerah.
12)

 

 

                                       
11)

  Syaukani dan Afan Gafar, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. 

Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.36 
12)

  Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, 

hlm. 9 
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Berdasarkan fenomena berkembangnya masalah tersebut, akhirnya muncul 

sebuah konklusi bahwa tatanan pemerintahan dan kenegaraan selalu sentralistik 

dan tidak menghidupkan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas dan adil, 

dan karenanya harus diubah dan diganti. Untuk menata pemecahan masalah 

tersebut telah lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi oleh ketentuan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang 

berjiwakan desentralisasi dan otonomi daerah. 

Secara prinsipil terdapat 2 (dua) hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu 

hak dan wewenang untuk memanajemen daerah dan tanggung jawab untuk 

kegagalan dalam memanajemen daerah. Pada hakikatnya sebelum suatu daerah 

menyelenggarakan otonomi daerah, aspek terpenting dari hal tersebut adalah 

menyangkut adanya pelimpahan wewenang yang dikenal dengan peristilahan 

desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian 

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pihak lainnya untuk dilaksanakan. 

Desentralisasi secara prinsipal di Indonesia dalam bentuk desentralisasi 

perundangan (regeling) dan pemerintahan (Bestuur). Desentralisasi tersebut diatur 

dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, desentralisasi dari 

sudut asal usul bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu „‟De‟‟ atau lepas dan 

„‟Centrum‟‟ atau pusat. Menurut perkataannya desentralisasi itu berarti 

melepaskan dari pusat.
13)

 Hal ini mencerminkan adanya kewenangan dari bagian 

atau bawahannya untuk melaksanakan sesuatu yang diserahkan dari pusat, dengan 

tetap adanya hubungan antara pusat dengan bagiannya. Penyelenggaraan 

pemerintahan daerah menganut sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. 

Pengertian lebih lanjut mengenai pengertian desentralisasi disebutkan 

dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah bahwa : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

                                       
13)

  Eggy Sudjana, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi), Jakarta, Rinneka 

Cipta, 2005,hlm.18 
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pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sedangkan mengenai pengertian dekonsentrasi disebutkan dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : Dekonsentrasi adalah pelimpahan 

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai  wakil 

pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pengertian dari 

tugas pembantuan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : tugas 

pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari 

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah 

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut, hubungan desentralisasi dan otonomi sangat erat 

kaitannya. Pada dasarnya otonomi adalah tujuan dari desentralisasi daerah-daerah 

otonom, yakni daerah yang mandiri, tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat 

desentralisasi yang diselenggarakan semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin 

tinggi otonomi daerah.  Dalam konteks negara kesatuan, otonomi daerah 

seharusnya diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurusi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Artinya, proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah bukan berarti menjadikan daerah lepas dari pengaturan dan 

pembinaan pemerintah pusat. 

 

2.3.2   Hakikat Otonomi Daerah  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
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Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan 

pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan 

pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 

kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama 

antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan 

yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang 

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, 

dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar 

tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan 

pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan 

Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang 

bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota. 

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat  

konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah 

provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria 

pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan 

efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai 

satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar 

tingkatan dan susunan pemerintahan. 

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat 

pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh 

jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas 

dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat 

pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling 

berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah 

sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah 

kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa 

penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala 
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ekonomis. 
14) 

Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib 

mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam 

menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, 

semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan 

akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi 

dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi. 

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan 

urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang 

wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan 

dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, 

lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan 

pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang 

diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait 

dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi 

kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan 

yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan 

daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah 

yang bersangkutan. 

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang 

dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan 

difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah 

pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, 

dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Di luar urusan pemerintahan yang 

bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan 

pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi 

kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa. 

Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi 

                                       
14)   

Muhammad Farahan dalam Rinekso Kartono, Panduan Pemilu Untuk Rakyat, LPKPS, Malang, 

2005, hal.45 
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sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi 

norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.  

Pembagian kewenangan bidang pemerintahan antara pusat, daerah 

propinsi dan daerah kabupaten/kota diatur dalam ketentuan Pasal 10 sampai 

dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah disebutkan mengenai pembagian urusan pemerintahan. Kewenangan pusat 

meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal 

nasional, serta agama. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan 

kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan keserasian hubungan 

antar susunan pemerintahan. 

Kewenangan propinsi terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu kewenangan 

sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah administrasi. 

Kewenangan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam 

bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, 

kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, dan 

kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah 

kabupaten dan kota. Sementara kewenangan sebagai wilayah 

administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan 

yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.
 15)

 

 

Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka 

desentralisasi harus disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan 

prasarana, serta sumber daya manusia. Sementara kewenangan pemerintah yang 

dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan 

pembiayaan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : 

a) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan 

sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta 

kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentra lisasikan.    

b) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai 

dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.    

 

Pada dasarnya terdapat keuntungan dan kelemahan penerapan sistem 

desentralisasi, beberapa keuntungannya antara lain : 

                                       
15)

 J. Kaloh, Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, 

hlm.246 
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a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan 

b) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak, yang 

membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu 

menunggu instruksi dari pemerintah pusat. 

c) Dalam mengurangi birokrasi dalam arti sempit yang buruk karena 

setiap keputusan dapat segera dilaksanakan. 

d) Dalam sistem desentralissi, dapat diadakan pembedaan (diferensial) 

dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan 

tertentu. Khusus desentralisasi teritorial dapat lebih menyesuaikan 

diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah 

e) Dengan adanya desentraliasasi teritorial, daerah otonom dapat 

merupakan semacam laboraturium dalam hal-hal yang berhubungan 

dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. 

Hal-hal yang ternyata baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu 

saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan. 
16)

 

 

Dengan demikian, bahwa kebijakan otonomi daerah dapat menjadi sebuah 

sulusi, khususnya menyangkut tata pemerintahan yang lebih efektif dan 

profesional, tetapi juga menjadi problem ketika prasyarat lain tidak mengiringi 

terhadap kebijakan tersebut, seperti penegakan hukum, pengaturan soal teritorial, 

dan sebagainya. Desentralisasi yang nggak diimbangi oleh penegakan hukum, 

akan menyuburkan erilaku tindak korupsi di daerah. Desentralisasi yang tidak 

mengatur dalam pengertian teritorial akan melahirkan raja-raja kecil di daerah 

yang rawan dengan dis-integrasi, karena atas nama otonomi daerah, penguasa 

daerah tidak tunduk kepada pemerintah pusat ; begitu pula halnya dengan soal-

soal yang berkaitan dengan masalah perimbangan kekuasaan antara daerah dan 

pusat. 

Dengan adanya otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi 

terciptanya dan terlaksananya keadilan, demoktratisasi dan transparansi kehidupan 

di sektor publik. Hal tersebut merupakan suatu lompatan jauh bagi tertatanya 

masyarakat sipil yang dicita-citakan. Kebijaksanaan otonomi daerah melalui 

Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan otonomi yang 

sangat luas kepada daerah. Hal tersebut ditempuh dalam rangka mengembalikan 

peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di 

                                       
16)

   Nur Feriyanto, Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah, Kedaulatan Rakyat 

Press, 2001, hlm.18 
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daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya 

diharapkan pula menciptakan cara berpemerintahan yang baik (good governance). 

Paradigma baru tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan luas 

kepada daerah, bahkan dari kewenangan yang ada tersebut terdapat kewenangan 

wajib yang merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 

pemenuhan kebutuhan rakyat (public goods). Kesemuanya itu dilaksanakan secara 

demokratis, transparan, egaliter, yang berarti menempatkan prioritas keragaman 

daerah sebagai manifestasi Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, maka segala 

sesuatu yang menyangkut program yang bersifat massal, uniform, dan sentralistis. 

Disamping itu, daerah menjadi titik sentral awal gagasan perencanaan berbagai 

kegiatan pemerintahan. Otonomi daerah juga merupakan sarana kebijaksanaan 

yang secara politik ditempuh dalam rangka memenuhi keutuhan “Negara dan 

Bangsa”, karena dengan otonomi daerah akan kembali memperkuat ikatan 

semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap warga negara 

Indonesia, tak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.  

 

2.4  Kebijakan Daerah  

2.4.1   Pengertian Kebijakan Daerah  

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat 

di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Kebijakan Publik 

memiliki banyak makna yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa variasi. 

Beberapa variasi yang dapat digunakan untuk memahami kebijakan publik salah 

satunya yang dipakai adalah dari aspek kedalaman yang mencakup kebijakan 

sebagai keputusan, kebijakan sebagai proses manajement, kebijakan sebagai 

intervensi pemerintah, kebijakan sebagai democratic governanace.
17) 

Konsep pengertian kebijakan publik sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli, 

antara lain :  

Thomas R. Dye : “public policy is whatever governments choose to do or 

not to do”, atau definisi yang lebih kongkret seperti yang dikatakan oleh Peters, 

“Public policy is the sum of activities of governments, whatever acting directly or 

                                       
17)

  Sumber Internet :  www.wikipedia.com : kebijakan diakses tanggal 27 September 2015 
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through agents, as it has on influence on the lives of citizen.
18)  

Kebijakan publik 

selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrument-instrumen 

kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, 

pajak dan anggaran-anggaran.  

Kebijakan publik pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal yakni : 

Pertama adalah pendapat para ahli yang menyamakan kebijaksanaan publik 

dengan tindakan-tindakan pemerintah. Mereka cenderung untuk menganggap 

bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijaksanaan publik. 

Kedua adalah pendapat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada 

pelaksanaan kebijaksanaan.
19)

 Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang 

ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang 

mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan 

seluruh masyarakat. Kebijakan publik adalah sebuah rangkaian yang saling 

berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik 

berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya 

dalam suatu situasi dimana keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam 

batas-batas kewenangan kekuasaan daripada aktor tersebut. Kebijakan publik 

adalah bentuk menyatu dari ruh negara dan kebijakan publik adalah bentuk 

konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang 

transparan dan partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma 

kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara 

yang kaku dan tidak responsif. Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan 

publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan 

responsif pula.  

Kebijakan daerah adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah 

yang tujuannya untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan roda 

pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di daerah. Kebijakan daerah biasanya 

                                       
18)

 Thomas R. Dye dalam Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. 

Malang: Averroes Press. hlm.9 
19)

  Amir Santoso,  1998. Analisa Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya. 

hlm.9 
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berbentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota  

kebijakan daerah ini tidak boleh bertentangan (kontradiktif) dgn peraturan yang 

lebih tinggi, misalnya, Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Presiden (Perpres), 

dan lain sebagainya.  Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk produk 

hukum daerah, dimana produk hukum daerah sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu 

produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan produk hukum daerah yang 

bersifat penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dibagi menjadi 

: Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala 

Daerah. Sedangkan produk hukum daerah yang bersifat penetapan, antara lain : 

Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.  

 

2.4.2   Tahap Penyusunan Kebijakan Daerah  

Tahap-tahap penyusunan kebijakan menurut William Dunn adalah sebagai 

berikut : 
20) 

1) Penyusunan Agenda 

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis 

dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang 

untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan 

prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu 

berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan 

mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut 

berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada 

isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk 

menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda 

pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga 

sebagai masalah kebijakan (policy problem). Isu kebijakan 

merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang 

rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah 

tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda 

kebijakan.  

2) Formulasi kebijakan 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi 

didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang 

terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif 

atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan 

suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap 

                                       
20)

 William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta : Gadjah Mada 

University Press. hlm: 24 
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perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat 

dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.  

3) Adopsi/ Legitimasi Kebijakan 

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses 

dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat 

diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan 

pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan 

pemerintah yang sah Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - 

cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah 

yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. 

Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, 

melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.  

4) Penilaian/Evaluasi Kebijakan 

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan 

yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup 

substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi 

dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi 

kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan 

dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, 

evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah 

kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan 

masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.  

 

Mekanisme penyusunan Peraturan Daerah sebagai salah satu produk 

hukum daerah pada dasarnya mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 10 

Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan 

Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah. Mekanisme penyusunan Peraturan Daerah pada dasarnya diawali dengan 

proses persiapan pembentukan Peraturan Daerah, dengan pengajuan Rancangan 

Peraturan Daerah atau disingkat dengan Raperda. 

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor16 Tahun 2006 penyusunan rancangan produk 

hukum daerah dilaksanakan oleh Pimpinan satuan kerja perangkat daerah. 

Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud juga dapat 
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didelegasikan kepada Biro Hukum atau Bagian Hukum. Penyusunan produk 

hukum daerah tersebut dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tim 

sebagaimana dimaksud, diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dan Kepala Biro 

Hukum atau Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris. 

 

2.4.3  Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Demokratis      

Sebagaimana disebutkan bahwa kebijakan daerah adalah kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah daerah yang tujuannya untuk mengatur segala sesuatu 

yang berkaitan dengan roda pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di 

daerah. Kebijakan daerah biasanya berbentuk Peraturan Daerah (Perda) dan 

Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota  kebijakan daerah ini tidak boleh 

bertentangan (kontradiktif) dgn peraturan yang lebih tinggi, misalnya, Peraturan 

Menterei (Permen), Peraturan Presiden (Perpres), dan lain sebagainya.  Peraturan 

Daerah merupakan salah satu bentuk produk hukum daerah, dimana produk 

hukum daerah sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu produk hukum daerah yang 

bersifat pengaturan dan produk hukum daerah yang bersifat penetapan. Produk 

hukum daerah yang bersifat pengaturan dibagi menjadi : Peraturan Daerah, 

Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah. Sedangkan 

produk hukum daerah yang bersifat penetapan, antara lain : Keputusan Kepala 

Daerah dan Instruksi Kepala Daerah. 

Unsur demokratis dapat disebutkan sebagai penjabaran dari bentuk 

demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara 

Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik 

dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Dalam pokok pikiran 

ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terkandung bahwa Negara 

Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas 

kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang 

terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan 

berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
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Undang Dasar".  Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini 

ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban 

untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan 

guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-

wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.  

Kata demokrasi berasal dari bahasa yunani kuno kata ini berasal dari lafal 

kata demos yang berarti rakyat dan kratein berarti memerintah dari kata kraten ini 

lalu menjadi kratos yang berarti pemerintahan Selanjutnya secara harfiah, kata 

demokrasi berarti pemerintahan rakyat.
21)

  Rakyat berfungsi sebagai subjek yang 

berperan penting dalam menentukan putusan-putusan politik dan putusan-putusan 

pemerintah dan rakyat tidak hanya dijadikan objek dalam pemerintahan. Dalam 

menggali pengertian demokrasi, orang tidak dapat mengelakkan perhatiannya 

terhadap rakyat sebagai subjek. Rakyat yang dimaksud disini adalah sekelompok 

manusia yang mendiami wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu. Demokrasi 

merupakan sistem politik sehingga para warga negara secara bersama-sama dapat 

menyalurkan aspirasinya lewat wakil-wakilnya yang telah dipilihnya. Dermokrasi 

harus menjadi alat picu bagi proses pendewasaan bangsa dan persamaan hak, dan 

harus menjadi landasan politik sebagai poerwujudan kehendak rakyat. Pemilihan 

Umum dapat dikatakan sebagai tolak ukur dari proses demokrasi di suatu negara, 

demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, untuk 

rakyat dan kepada rakyat.
 
Dalam pemilihan umum tersebut tercermin apa yang 

menjadi pilihan rakyat.
22)

 

A.D. Belifante mengemukakan, bahwa agar suatu negara dapat disebut 

sebagai negara demokrasi, maka pengorganisasiannya harus memenuhi beberapa 

aturan dasar (grondregels). Salah satu daripadanya adalah bahwa tidak ada 

seorang pun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat 

mempertanggungjawabkan atau bahwa pelaksanaan kewenangan itu tidak dapat 

dilaksanakan tanpa ada kontrol.
23)

 C.F. Strong mengemukakan, the contemporary 

constitutional state must be based on a system of democratic representation which 

                                       
21)

   Ibid, hlm.180 
22)

   Ibid, hlm.181 
23)

 A.D. Belifante, Begiselen van Nederlands Staatsrecht, Alphen aan de Rijn, N. Samson NV, 

1969, hlm.15. 
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guarantees the souvereignty of the people.
24)

 Jadi, negara konstitusional pada saat 

sekarang ini harus didasarkan pada sistem perwakilan demokratis yang menjamin 

kedaulatan rakyat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
24)

 C.F. Strong, Modern Political Constitutions, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960, 

hlm.13. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan 

yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bentuk dan mekanisme pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang 

demokratis dalam pelaksanaan sistem pemerintahan peraturan daerah bahwa 

peraturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama 

dengan kepala pemerintahan (eksekutif) daerah berikut adanya partisipasi 

masyarakat. Di sinilah arti pentingnya peran serta masyarakat dilibatkan 

dalam proses pembentukan peraturan daerah. Demokrasi partisipatoris 

diharapkan lebih menjamin bagi terwujudnya produk undang-undang yang 

responsif, karena masyarakat ikut membuat dan memiliki lahirnya suatu 

peraturan daerah. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan 

peraturan daerah ini juga akan menjadikan masyarakat lebih bermakna dan 

pemerintah lebih tanggap dalam proses demokrasi, sehingga melahirkan 

pemerintahan yang bermoral dan warga negara yang bertanggung jawab 

dalam masyarakat. 

2. Hambatan dalam pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang 

demokratis dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, adalah keterbatasan 

pada partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah. Partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah hanya pada tahap 

penyiapan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, 

sedangkan dalam tahap penyiapan rancangan Peraturan Daerah tidak 

sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. 

Oleh karena, masih memerlukan kejelasan mengenai kewajiban untuk 

memenuhi hak masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan perda, baik 

pada tahap penyiapan maupun pembahasan. Masyarakat berhak memberikan 

masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukaan peraturan 

perundang-undangan, dalam hal ini pembentukan Peraturan Daerah.  
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4.2 Saran-Saran 

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan 

kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Peran serta masyarakat akan lebih meningkatkan kualitas keputusan yang 

dihasilkan dan mendorong para pembentuk hukum untuk membuat peraturan 

daerah yang implementatif sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan 

dapat diminimalisir dari gejolak ataupun tuntutan ketidak puasan 

masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut merupakan tuntutan dan 

tantangan bagi pembentuk hukum untuk membuat peraturan perundang-

undangan (peraturan daerah) yang partisipatif. 

2. Sehubungan dari sisi peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas 

tentang harus dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam pembentukan 

peraturan daerah, maka diperlukan komitmen dari pembentuk hukum di 

daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan DPRD untuk melibatkan 

masyarakat dalam setiap pembahasan peraturan daerah. Semakin majunya 

perkembangan suatu negara dan semakin kompleksnya permasalahan 

kehidupan, tentu memerlukan peraturan perundang-undangan yang bisa 

mengakomodasi dan merepresentasikan kepentingan masyarakat umum, 

serta mencerminkan rasa keadilan masyarakat. 
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MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  1  TAHUN  2014 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a.  bahwa pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk 

menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah 
secara sistemik dan terkoordinasi; 

  b.  bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 

tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah yang mengatur 
mengenai Peraturan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu 
disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam 

penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga perlu 
diganti; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4916); 

  3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

SALINAN 
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  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

  6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

  7.  Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 
tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 1254); 

    
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN 
PRODUK HUKUM DAERAH. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

2. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

4. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya 
disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala 
Daerah. 

5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada 
adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan 

Bupati/Walikota. 

6. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB 

KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih 
kepala daerah. 

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. 

8. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh 

Pimpinan DPRD Provinsi dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. 

9. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan 

Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD 
adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 
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10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda 
adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda 

Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara 
terencana, terpadu, dan sistematis.  

11. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda 
adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk 

dalam rapat paripurna DPRD. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di 
lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

13. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau 

Eselon III di lingkungan pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota.  

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda. 

15. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan 

peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup 
tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 
atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 

16. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk 
peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, 

Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan 
Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, 

dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 

17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau 

pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu 
masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam 

Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai 
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. 

18. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah 

dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau 
Berita Daerah. 

19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, 

Perkada dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan 

dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. 

20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan 

Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan 
dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

21. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan 

yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga 
masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, 

terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya 
kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan 

kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. 
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BAB II 
PRODUK HUKUM DAERAH 

 
Pasal 2 

 
Produk hukum daerah bersifat: 

a. pengaturan; dan 

b. penetapan. 
 

Pasal 3 

 
Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

a berbentuk: 

a. Perda atau nama lainnya; 

b. Perkada;  

c. PB KDH; dan 

d. Peraturan DPRD 
 

 

Pasal 4 

 
(1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: 

a. Perda provinsi; dan 

b. Perda kabupaten/kota. 
(2) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

memiliki hierarki lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota; 
(3) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan provinsi 

dan/atau dapat mengatur kewenangan kabupaten/kota. 
(4) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

mengatur kewenangan kabupaten/kota apabila terdapat 
pengaturan yang materi muatannya terkait kabupaten/kota. 
 

Pasal 5 
 

Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: 

a. Peraturan gubernur; dan 

b. Peraturan bupati/walikota. 

 
Pasal 6 

 

PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: 

a. Peraturan bersama gubernur; dan 

b. Peraturan bersama bupati/walikota. 

 
       Pasal 7 

 
Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d 
terdiri atas: 

a. Peraturan DPRD Provinsi; dan 
b. Peraturan DPRD kabupaten/kota. 

 

 

 

 
Pasal 8 
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Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

b berbentuk: 
a. Keputusan Kepala Daerah; 

b. Keputusan DPRD; 
c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan 
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 

 
BAB III 

PERENCANAAN  

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 9 

 

(1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

dan DPRD. 
(2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan atas: 
a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; 
b. rencana pembangunan daerah; 

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; 
dan 

d. aspirasi masyarakat daerah. 

 
 

Bagian Kedua 
Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah 

 

Pasal 10 
 

(1) Kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun 
Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.  

(2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 

berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. 
(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun 

sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi 
dan APBD kabupaten/kota. 

 

 
Pasal 11 

 

(1) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah 
dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum 

kabupaten/kota. 
(2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. 

(3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diikut sertakan apabila sesuai dengan: 

a. kewenangan; 
b. materi muatan; atau 
c. kebutuhan dalam pengaturan. 

(4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan biro hukum provinsi atau bagian hukum 
kabupaten/kota kepada kepala daerah melalui sekretaris 

daerah. 
Pasal 12 

 
Kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di 
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lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan 
DPRD. 

 
Bagian Ketiga 

Prolegda di Lingkungan DPRD 
 

Pasal 13 

 
(1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD. 
(2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 

berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. 
(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun 

sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi 
dan APBD kabupaten/kota. 

 

 
Pasal 14 

 
(1) Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD 

dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda. 

(2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi 
prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. 

(3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan keputusan DPRD. 

 
 
Bagian Keempat 

Prolegda Kumulatif Terbuka 
 

Pasal 15 

 
(1) Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD 

dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: 

a. akibat putusan Mahkamah Agung;  

b. APBD; 

c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau 
Gubernur; dan 

d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi setelah Prolegda ditetapkan. 

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda 

kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka 
mengenai: 

a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan 

atau nama lainnya; dan/atau 

b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau 

nama lainnya. 

 

 

(3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat 
mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:  

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau 
bencana alam; 
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b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan 

c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi 

atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama 
oleh Balegda dan biro hukum provinsi atau bagian hukum 

kabupaten/kota. 
 

 
BAB IV 

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN 
 

Bagian Kesatu 

Penyusunan Perda 
 

Pasal 16 
 

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan 
berbentuk Perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda. 

 
 

Paragraf 1 

Persiapan Penyusunan Perda 
diLingkungan Pemerintah Daerah 

 
Pasal 17 

 

Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun 
Rancangan Perda berdasarkan Prolegda. 

 
Pasal 18 

 

(1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 disertai dengan penjelasan atau 
keterangan dan/atau naskah akademik. 

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
kepada biro hukum provinsi atau bagian hukum 

kabupaten/kota.  
 
 

Pasal 19 
 

Dalam hal Rancangan Perda mengenai: 
a. APBD; 
b. pencabutan Perda; atau 

c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa 
materi, 

disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok 

pikiran dan materi muatan yang diatur. 
 

 
 
 

 
 

Pasal 20 
 

(1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) telah melalui pengkajian dan 

penyelarasan, yang terdiri atas: 
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b. latar belakang dan tujuan penyusunan; 

c. sasaran yang akan diwujudkan; 

d. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; 
dan 

e. jangkauan dan arah pengaturan. 

(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Judul 

2. Kata pengantar 

3. Daftar isi terdiri dari: 

a. BAB I : Pendahuluan 

b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris 

c. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan perundang-
undangan terkait 

d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis 

 

e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang 

lingkup materi muatan Perda 

f. BAB VI : Penutup 

4. Daftar pustaka 

5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan. 
 

Pasal 21 
 

(1) Rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah 

dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum 
kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi. 

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan 

instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum. 

 

Pasal 22 

(1) Kepala daerah membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda. 

(2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari: 
a. Penanggungjawab : Kepala Daerah 

b. Pembina : Sekretaris Daerah 
c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa 

penyusunan 

d. Sekretaris : - Provinsi: Kepala Biro 
Hukum; atau 

- Kabupaten/Kota:  
Kepala Bagian Hukum  

e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan kepala daerah. 

 

Pasal 23 
 

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau 
permasalahan kepada sekretaris daerah. 
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Pasal 24 
 

(1) Rancangan Perda Provinsi yang telah dibahas harus 
mendapatkan paraf koordinasi dari kepala biro hukum dan 

pimpinan SKPD terkait. 
(2) Rancangan Perda kabupaten/kota yang telah dibahas harus 

mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan 

pimpinan SKPD terkait. 

(3) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan 
Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada 
kepala daerah melalui sekretaris daerah. 

 
 

Pasal 25 

 
(1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau 

penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf 
koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3). 

(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada 
pimpinan SKPD pemrakarsa. 

(3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah 
setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala biro hukum 

provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota serta 
pimpinan SKPD terkait. 

(4) Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Perda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah. 

(5) Setiap  Rancangan perda yang sudah merupakan konsep akhir 
yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan 

kepada kepala daerah. 
 

Pasal 26 
 

Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kepada pimpinan DPRD 
untuk dilakukan pembahasan. 

 
Pasal 27 

 

(1) Kepala daerah membentuk Tim asistensi pembahasan 
Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. 

(2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh 

sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala 
daerah. 

 
 
 

 
Paragraf 2 

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD 
 

Pasal 28 

 
(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh 
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anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda. 

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai 
dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah 

akademik. 
 
 

Pasal 29 
 

Dalam hal Rancangan Perda mengenai: 

a. APBD; 
b. pencabutan Perda; atau 

c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa 
materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang 
memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. 

 
 

Pasal 30 
 

(1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) telah melalui pengkajian dan 
penyelarasan, yang terdiri atas: 

a. latar belakang dan tujuan penyusunan; 

b. sasaran yang akan diwujudkan; 

c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; 

dan 
d. jangkauan dan arah pengaturan. 

(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Judul 

2. Kata pengantar 

3. Daftar isi terdiri dari: 

a. BAB I : Pendahuluan 

b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris 

c. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan perundang-
undangan terkait 

d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis 

e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang 

lingkup materi muatan Perda 

f. BAB VI : Penutup 

4. Daftar pustaka 

5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan. 
 
 

 
 

 
Pasal 31 

 

(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, 

atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD. 

(2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan 
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pengkajian. 

(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan 
konsepsi Rancangan Perda. 

 
 

Pasal 32 

 
(1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam rapat 

paripurna DPRD. 

(2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling 
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD. 

 

(3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2): 

a. pengusul memberikan penjelasan; 

b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; 
dan 

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan 
anggota DPRD lainnya. 

(4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa: 

a. persetujuan; 

b. persetujuan dengan pengubahan; atau 

c. penolakan. 

(5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi 
komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk 
menyempurnakan Rancangan Perda tersebut. 

(6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD. 

 
 

Pasal 33 

 
Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan 

dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk 
dilakukan pembahasan. 

 

 
 
 

Pasal 34 
 

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD 
menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, 
maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh 

DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh kepala 
daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. 

 
 

Paragraf 3 
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Pembahasan Perda 
 

Pasal 35 
 

(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
a yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh 
DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan 

bersama. 

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 

I dan pembicaraan tingkat II. 

 

Pasal 36 

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 
(2) meliputi: 

a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari kepala daerah 
dilakukan dengan: 

1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai 
Rancangan Perda; 

2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan 

3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap 
pemandangan umum fraksi. 

b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan 

dengan: 

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, 

pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam 
rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; 

2. pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Perda; dan 

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat 
kepala daerah. 

c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia 

khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau 
pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. 

 

Pasal 37 

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 

(2) meliputi: 

a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului 

dengan: 

1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan 
gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi 

pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 huruf c; dan 

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh 

pimpinan rapat paripurna. 

b. pendapat akhir kepala daerah. 

 

 

Pasal 38 

(1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk 

mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 
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(2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan 
bersama antara DPRD dan kepala daerah, Rancangan Perda 

tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD 
masa itu. 

 

 

Pasal 39 
 

(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas 

bersama oleh DPRD dan kepala daerah. 

(2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat 
kepala daerah disertai alasan penarikan. 

(3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan 
pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan. 

 

Pasal 40 

 

(1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik 

kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala 
daerah. 

(2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna 
DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah. 

(3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi 

pada masa sidang yang sama. 
 

Pasal 41 

 
 

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan 
kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala 
daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. 

(2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) 

hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 
 
 
 

 

Pasal 42 
 

(1) Kepala daerah menetapkan Rancangan Perda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 dengan membubuhkan tanda tangan 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda 

disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. 

(2) Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani Rancangan 

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda 
tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam 
lembaran daerah. 

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda 
ini dinyatakan sah. 
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(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda 

sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran 
daerah. 

(5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi 
daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam 

lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau 
gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Bagian Kedua 
Penyusunan Perkada dan PB KDH 

 
Pasal 43 

 

(1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah 
berbentuk Perkada dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b dan huruf c. 

(2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pembahasan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum 

kabupaten/kota untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan 
SKPD terkait. 

 

Pasal 44 
 

(1) Kepala daerah membentuk Tim Penyusunan Perkada dan PB 
KDH. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat 
yang ditunjuk oleh kepala daerah 

b Sekretaris : - Di Provinsi: Kepala Biro 

Hukum; atau 

- Di Kabupaten/Kota: Kepala 

Bagian Hukum 
 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

keputusan kepala daerah. 
(4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan 

perkembangan Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH 

kepada sekretaris daerah. 
 

 
 

Pasal 45 

 
(1) Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah 

dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala biro 
hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota 
dan pimpinan SKPD terkait. 

(2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan 
Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah 
mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 
 

Pasal 46 
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(1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau 
penyempurnaan terhadap Rancangan Perkada dan Rancangan 

PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (2). 

(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD 
pemrakarsa. 

(3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah 
dilakukan paraf koordinasi kepala biro hukum provinsi atau 

kepala bagian hukum kabupaten/kota dan pimpinan SKPD 
terkait. 

(4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah untuk 
ditandatangani. 

 
Bagian Ketiga 

Penyusunan Peraturan DPRD 
 

Pasal 47 

 
(1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3 huruf 

d merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk 

melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan 
kewajiban DPRD.  

(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
terdiri atas: 
a. Peraturan DPRD tentang tata tertib; 

b. Peraturan DPRD tentang kode etik; 
c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan 

kehormatan; dan/atau 

d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan. 
 

 
Pasal 48 

 

(1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  47 ayat (2) huruf a 

berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, 
tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD 
serta kewajiban anggota DPRD. 

(2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b 
paling sedikit memuat: 
 

a. pengertian kode etik; 

b. tujuan kode etik; 
c. pengaturan mengenai: 

1. sikap dan perilaku anggota DPRD; 
2. tata kerja anggota DPRD; 
3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan 

daerah; 
4. tata hubungan antar anggota DPRD; 
5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak 

lain; 
6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan 

sanggahan; 
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7. kewajiban anggota DPRD; 
8. larangan bagi anggota DPRD; 

9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota 
DPRD;  

10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 
11. rehabilitasi. 

(3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di 

badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (2) huruf c paling sedikit memuat: 

a. ketentuan umum; 

b. materi dan tata cara pengaduan; 
c. penjadwalan rapat dan sidang; 

d. verifikasi, meliputi: 
1) sidang verifikasi; 
2) pembuktian; 

3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota 
badan kehormatan; 

4) alat bukti; dan 
5) pembelaan; 

e. keputusan; 

f. pelaksanaan keputusan; dan 
g. ketentuan penutup. 

(4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan 
peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain 
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk 

menyelesaikan masalah. 

 
Pasal  49 

 
(1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan 

oleh Balegda.  

(2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.  

(3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat 

pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan 
pembicaraan tingkat II.  

(4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi:  

a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh 
Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna; 

b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan 
keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; 

c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh 
panitia khusus. 

(5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, 
meliputi:  

a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang 
berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil 
pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf c; dan  
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b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh 
pimpinan rapat paripurna.  

(6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk 

mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.  
 

Pasal 50 

 
(1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan 

umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi 

(2) Peraturan DPRD provinsi disampaikan kepada Menteri 
Dalam Negeri dan Peraturan DPRD kabupaten/kota 
disampaikan kepada gubernur, paling lambat 7 (tujuh) 

hari setelah ditetapkan. 
 

 

BAB V  

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 51 

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi: 

a. Keputusan kepala daerah; 
b. Keputusan DPRD; 

c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan  
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.   
 

 
Pasal 52 

 

(1) Pimpinan SKPD menyusun keputusan kepala daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 
 

(2) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah 
mendapat paraf koordinasi kepala biro hukum provinsi 

atau kepala bagian hukum kabupaten/kota. 

(3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan 

kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat 
penetapan. 

 
 

 

Bagian Kedua 

Penyusunan Keputusan DPRD 

Pasal 53 
 
(1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 

huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil 
rapat paripurna.  
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(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.  

 

Pasal  54 

(1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia 
khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara 

langsung dalam rapat paripurna.  

(2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku secara 

mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan 
penetapan Rancangan Keputusan DPRD. 

(3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung 
dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD 
disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan 

pengambilan keputusan dilakukan dengan: 

a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh 
Pimpinan DPRD;  

b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; 
dan 

c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi 
Keputusan DPRD.  

 

Bagian Ketiga 

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD 

Pasal  55 

(1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  51 huruf c yang berupa penetapan untuk 

menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD. 

(2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat 

Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas 
fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.  

Pasal  56 

(1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan 
dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.  

(2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat 
Pimpinan DPRD. 

 

 

 

 

Bagian Keempat 

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD 

Pasal  57 

(1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dalam rangka 

penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.  
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(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna 

DPRD. 

(3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi 
kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan 
DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD 

tentang Kode Etik. 

 
 

Pasal  58 

(1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan 
dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.  

(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian 
terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota 

DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib 
dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik. 

 

 
Pasal  59 

(1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada 

anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan 
pimpinan partai politik yang bersangkutan. 

(3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. 

 

 
 

 
 
 

 
BAB VI 

PENGESAHAN, PENOMORAN,  

PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI  
 

Pasal 60 

 

(1) Penandatangan produk hukum daerah yang bersifat 
pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

huruf b, dan huruf c dilakukan oleh kepala daerah. 
(2) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap 

penandatangan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana 
harian atau penjabat kepala daerah. 

(3) Penandatangan produk hukum daerah yang bersifat 
pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d 
dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD. 

  

 
Pasal 61 
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(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat 

pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya dibuat 
dalam rangkap 4 (empat). 

(2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) oleh:  

a. DPRD 

b. Sekretaris daerah; 

c. biro hukum provinsi atau bagian hukum 
kabupaten/Kota berupa minute; dan 

d. SKPD pemrakarsa. 
 

 
Pasal62 

 

(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat 
pengaturan berbentuk Perkada dibuat dalam rangkap 3 

(tiga). 
(2) Pendokumentasian naskah asli Perkada sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) oleh:  

a. Sekretaris daerah; 

b. biro hukum provinsi atau bagian hukum 
kabupaten/kota berupa minute; dan 

c. SKPD pemrakarsa. 

 

Pasal 63 

 
(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat 

pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 
(empat). 

(2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 

2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai 
kebutuhan. 

(3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh: 

a. Sekretaris daerah masing-masing daerah;  

b. biro hukum provinsi atau bagian hukum 
kabupaten/kota berupa minute; dan 

c. SKPD masing-masing pemrakarsa. 

 

Pasal 64 

(1) Penandatangan produk hukum daerah yang bersifat 
pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit 
dibuat rangkap 4 (empat). 

(2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:  

a. sekretaris daerah; 
b. sekretaris DPRD;  
c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan 

d. biro hukum provinsi atau bagian hukum 
kabupaten/kota. 

 
Pasal 65 
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(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat 

penetapan dalam bentuk keputusan kepala daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh 

kepala daerah. 
(2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada: 

a. wakil kepala daerah;  

b. sekretaris daerah; dan/atau 

c. kepala SKPD. 

 
Pasal 66 

 
(1) Penandatangan produk hukum daerah yang bersifat 

penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 yang meliputi :  
a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD 

dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD. 
b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh 

Ketua Badan Kehormatan DPRD. 

(2) Penandatangan produk hukum daerah yang berupa 
penetapan dalam bentuk keputusan DPRD paling sedikit 
dibuat rangkap 3 (tiga). 

(3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:  

a. Pimpinan DPRD; 
b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan 
c. sekretaris DPRD. 

 
 

Pasal 67 

 
(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat 

penetapan dalam bentuk keputusan kepala daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibuat dalam 
rangkap 3 (tiga). 

(2) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: 

a. sekretaris daerah; 

b. biro hukum provinsi atau bagian hukum 
kabupaten/Kota berupa minute; dan 

c. SKPD Pemrakarsa. 
 

Pasal 68 
(1) Penomoran produk hukum daerah terhadap: 

a. Perda, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah 
dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala 

bagian hukum kabupaten/kota; dan 
b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan 

Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan 

dilakukan oleh Sekretaris DPRD. 

(2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan 

nomor bulat.  

(3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor 
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kode klasifikasi. 
Pasal 69 

 
(1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran 

daerah. 
(2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. 

(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, 
sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. 

(4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau 

gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 70 
 

(1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.  
(2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah. 

(3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan 
Perda. 

(4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari 

lembaran daerah. 
 
 

Pasal 71 
 

(1) Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah 

ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.  

(2) Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai 
kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali 
ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan. 

(3) Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD Provinsi dan 

kabupaten/kota yang telah diundangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri 
dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi. 

(4) Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD kabupaten/kota 
yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan 

klarifikasi. 
 

Pasal 72 
 

Sekretaris Daerah mengundangkan Perda, Perkada, PB  KDH 

dan peraturan DPRD.  
 

Pasal  73 

Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD dimuat dalam 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 
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  Pasal 74 
 

(1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan 
diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. 

(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh: 
a. kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum 

kabupaten/kota untuk Perda, Perkada, PB KDH dan 
Keputusan Kepala Daerah; dan 

b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan 

DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan 
Badan Kehormatan. 

 
Pasal 75 

 

(1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah 
di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh biro 

hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota 
dengan SKPD pemrakarsa. 

(2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah 

di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD. 
 
 

 
BABVII 

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA 
 

Bagian Kesatu 

Evaluasi Perda 
 

Pasal 76 

 

(1) Gubernur menyampaikan Rancangan Perda provinsi 

tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban 
APBD, pajak daerah, retribusi daerah paling lama 3 (tiga) 
hari setelah  mendapatkan persetujuan bersama dengan 

DPRD termasuk rancangan peraturan gubernur tentang 
penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD dan 

penjabaran pertanggungjawaban APBD kepada Menteri 
Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah 
untuk mendapatkan evaluasi. 

(2) Gubernur menyampaikan Rancangan Perda provinsi 
tentang tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah  

mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD kepada 
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal 
Pembangunan Daerah untuk mendapatkan evaluasi. 

  

Pasal 77 

 

(1) Menteri Dalam Negeri membentuk tim evaluasi Rancangan 
Perda. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Tim evaluasi Rancangan Perda tentang pajak daerah 
dan rancangan perda tentang retribusi daerah; 
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b. Tim evaluasi Rancangan Perda tentang tata ruang 
daerah; dan 

c. Tim evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, 
Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri 
Dalam Negeri. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah 
atas nama Menteri Dalam Negeri. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah atas 

nama Menteri Dalam Negeri. 

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya 
terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri 

dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan. 
 

Pasal 78 

 

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) 

melakukan evaluasi Rancangan Perda tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan Menteri 

Keuangan. 

(2) Tim evaluasi sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (4) 
berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan 

tata ruang. 

(3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dijadikan sebagai bahan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri. 
 

Pasal 79 

 

(1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 

melaporkan hasil evaluasi Rancangan Perda provinsi 
kepada Menteri Dalam Negeri. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat 

dalam berita acara sebagai bahan keputusan Menteri 
Dalam Negeri. 

 

Pasal 80 

 

(1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi 
Rancangan Perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 79 ayat (2) kepada gubernur paling lambat 15 (lima 
belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan 
dimaksud. 

(2) Gubernur menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak diterimanya hasil evaluasi. 

(3) Apabila gubernur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap 

menetapkan menjadi Perda dan/atau peraturan gubernur, 
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Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan peraturan 
gubernur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 81 

 

Bupati/walikota menyampaikan Rancangan Perda 
kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban APBD,dan pajak daerah, retribusi daerah 
serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah 
mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk 

rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran 
APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur untuk 
mendapatkan evaluasi. 

 

Pasal 82 

 

(1) Gubernur membentuk tim evaluasi untuk melakukan 

evaluasi terhadap Rancangan Perda kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, yang 
keanggotaannya terdiri atas SKPD sesuai kebutuhan. 

(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 

Pasal 83 
 

(1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 

melaporkan hasil evaluasi Rancangan Perda 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 
kepada gubernur. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat 
dalam berita acara untuk dijadikan bahan keputusan 

gubernur. 
 

Pasal 84 

 

(1) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Perda tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah terlebih dahulu 
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan tentang tata 
ruang daerah dengan Menteri yang membidangi urusan 

tata ruang. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dijadikan bahan Keputusan Gubernur. 

 

Pasal 85 

(1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 
ayat (2) kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima 

belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan 
dimaksud. 

(2) Bupati/walikota menindaklanjuti hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. 
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(3) Apabila bupati/walikota tidak menindaklanjuti hasil 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap 

menetapkan menjadi Perda atau peraturan 
bupati/walikota, gubernur membatalkan Perda dan/atau 

peraturan bupati/walikota dengan peraturan gubernur. 
 

 

Bagian kedua 
Klarifikasi Perda 

 

Paragraf Kesatu 
Klarifikasi Hasil Evaluasi 

 

Pasal 86 

(1) Gubernur menyampaikan Perda tentang pajak daerah, 

Perda tentang retribusi daerah, Perda tata ruang daerah, 
Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD dan 

Perda tentang Pertanggungjawaban APBD paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah diundangkan kepada Menteri Dalam 
Negeri. 

(2) Klarifikasi terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh tim evaluasi. 

(3) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), apabila tidak sesuai dengan hasil evaluasi maka Perda 
dimaksud dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.  

 
Pasal87 

(1) Pembatalan Perda tentang Perda tentang pajak daerah, 

Perda tentang retribusi daerah, Perda tata ruang daerah, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) paling 

lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus 
dihentikan pelaksanaannya. 

(2) Pembatalan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan 

pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86 ayat (3) sekaligus dinyatakan berlaku pagu APBD 
tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran 

berjalan. 
 

Paragraf Kedua 
Klarifikasi Perda dan Perkada 

 

Pasal 88 

(1) Gubernur menyampaikan Perda provinsi dan peraturan 

gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris 
Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan 
untuk mendapatkan klarifikasi. 

(2) Bupati/walikota menyampaikan Perda kabupaten/kota 
dan peraturan bupati/walikota kepada gubernur dan 
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk 
mendapatkan klarifikasi. 

 

Pasal 89 
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(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri 
membentuk tim klarifikasi yang keanggotaannya terdiri 

atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan 
Kementerian terkait sesuai kebutuhan. 

(2) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 

 

Pasal 90 

(1) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 
melakukan klarifikasi Perda dan Perkada. 

(2) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa: 

a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan 
umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan 

b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan 

umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi. 

(3) Hasil klarifikasi Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda 
dan peraturan perundangan yang lebih tinggi untuk 
dijadikan bahan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri. 

(4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

 

Pasal 91 

(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri 

menerbitkan surat kepada kepala daerah yang berisi 
pernyataan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 90 ayat (2) huruf a. 

(2) Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat hasil klarifikasi 
kepada kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
90 ayat (2) huruf b yang berisi rekomendasi agar 

pemerintah daerah melakukan penyempurnaan Perda 
dan/atau melakukan pencabutan Perda. 

(3) Tindak lanjut terhadap penyempurnaan dan/atau 
pencabutan Perda, Perkada dan Peraturan DPRD dalam 
bentuk perubahan Peraturan daerah, perubahan Perkada 

dan perubahan Peraturan DPRD dengan mekanisme sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil 
klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri 
Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk 

pembatalan. 

 

  Pasal 92 

(1) Gubernur membentuk tim klarifikasi yang keanggotaannya 
terdiri atas SKPD sesuai kebutuhan. 

(2) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 

Pasal 93 
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(1) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 
melakukan klarifikasi Perda kabupaten/kota dan 

Peraturan bupati/walikota. 

(2) Hasil klarifikasi Perda kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan 
umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan 

b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan 
umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi. 

(3) Hasil klarifikasi peraturan bupati/walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan 
kepentingan umum, Perda dan peraturan perundangan 

yang lebih tinggi untuk dijadikan bahan usulan gubernur 
kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan. 

 

Pasal 94 

(1) Sekretaris Daerah provinsi atas nama gubernur 

menerbitkan surat kepada bupati/walikota yang berisi 
pernyataan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 93 ayat (2) huruf a. 

(2) Gubernur menerbitkan surat kepada bupati/walikota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b 
yang berisi rekomendasi agar pemerintah daerah 

melakukan penyempurnaan Perda dan/atau melakukan 
pencabutan Perda. 

(3) Tindak lanjut terhadap penyempurnaan dan/atau 
pencabutan Perda, Perkada dan Peraturan DPRD dalam 
bentuk perubahan peraturan daerah, perubahan Perkada 

dan perubahan Peraturan DPRD dengan mekanisme sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak 

melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri 

mengusulkan kepada Presiden untuk pembatalan. 

(5) Apabila Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari tidak 
mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan 

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda 
dimaksud dinyatakan berlaku. 

 
Pasal 95 

(1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat 

(2) dan ayat (3) terhadap sebagian atau seluruh materi 
Perda kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan 
Presiden. 

(2) Sebagian materi Perda kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa pasal dan/atau ayat. 

 

Pasal 96 

(1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 

disertai dengan alasan. 
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(2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak 
diterimanya Perda kabupaten/kota. 

 

 

Pasal 97 

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan 
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), 

kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan 
selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda 
dimaksud. 

 
Pasal 98 

 

(1) Dalam hal pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota 

tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, kepala daerah 

dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.  
(2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah 

Agung menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum. 

 

Paragraf Ketiga 

Klarifikasi Peraturan DPRD 
 

Pasal 99 
 

(1) Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan Peraturan DPRD 
Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris 

Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan 
untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan 
disampaikan kepada gubernur. 

(2) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan 
Peraturan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan 

kepada  Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk 
mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan 

kepada bupati/walikota. 

(3) Ketentuan mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 98 berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan DPRD 
Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 
 

BAB VIIIA 
NOMOR REGISTER 

 

Pasal 100 
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(1) Gubernur wajib menyampaikan rancangan perda 
Provinsi kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk 
mendapatkan nomor register Perda. 

(2) Bupati/walikota wajib menyampaikan rancangan Perda 
kabupaten/kota kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna 

untuk mendapatkan nomor register Perda. 
 
 

Pasal 101 
 

(1) Menteri Dalam Negeri memberikan Nomor register 

rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling 
lama 2 (dua) hari sejak rancangan perda diterima. 

(2) Pemberian nomor register pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. 

(3) Gubernur memberikan Nomor register rancangan 

Peraturan Daerah kepada Bupati/Walikota paling lama 
2 (dua) hari sejak rancangan perda diterima. 

(4) Pemberian nomor register pada ayat (3) dilaksanakan 

oleh Kepala Biro Hukum Provinsi. 
 

 
Pasal 102 

 

(1) Rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 

ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan dengan cara: 
a. secara langsung disertai dengan softcopy raperda;  

b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy 
raperda; dan/atau 

c. Pengiriman melalui pesan elektronik/email. 

(2) Rancangan perda provinsi yang telah diberikan nomor 
register dikembalikan kepada Gubernur dan untuk 

Kabupaten/Kota dikembalikan kepada bupati/walikota 
untuk dilakukan pengundangan. 

(3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

setelah diundangkan dilakukan klarifikasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 103 
 

(1) Pemberian nomor register rancangan perda dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Rancangan perda Provinsi menggunakan Noreg nama 

perda provinsi: nomor urut dan tahun; 

b. Rancangan perda kabupaten/kota menggunakan Noreg 
nama perda kabupaten/Kota, nama provinsi: nomor urut 

dan tahun; 
c. nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Biro Hukum 

Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum Provinsi. 
(2) Ketentuan atas nomor register sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

Bagian Ketiga 
Pemantauan dan Pelaporan 

Pasal 104 
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(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri 
melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil evaluasi 

dan klarifikasi Perda, Perkada dan Peraturan DPRD. 
(2) Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil 

evaluasi dan klarifikasi Perda kabupaten/kota peraturan 
bupati/walikota dan peraturan DPRD kabupaten/kota. 

 

Pasal 105 
 

(1) Gubernur melaporkan pemantauan hasil evaluasi dan 

klarifikasi Perda kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota 
dan Peraturan DPRD kabupaten/kota serta laporan Perda 

Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan nomor register 
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika 
diperlukan. 

 
BAB VIII 

PENYEBARLUASAN 

 
Pasal 106 

 

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 
sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, 

pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda. 
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh 

masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. 
 

Pasal 107 

 
(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan 

pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda. 
(2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD 

dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. 

(3) Penyebarluasan Rancangan Perda yangberasal dari kepala 
daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. 

 
 Pasal 108 

 

(1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan 
bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah. 

(2) Penyebarluasan Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala 

Daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi 
dilakukan oleh pemerintah daerah. 

(3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan 
Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang 
telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh 

DPRD. 
 

 
Pasal 109 

 

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus 
merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan 
diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran 

Daerah, dan Berita Daerah. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


- 32 - 
 

 

 
 

 
BAB IX 

PARTISIPASI MASYARAKAT 
 

Pasal 110 

 
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan 

dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perkada, PB 

KDH dan/atau Peraturan DPRD. 
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: 
a. rapat dengar pendapat umum; 
b. kunjungan kerja; 

c. sosialisasi; dan/atau 
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai 
kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perkada, PB 

KDH dan/atau Peraturan DPRD. 
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan 

secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perkada, PB KDH dan/atau 
Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh 

masyarakat. 
 

 

BAB XI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 111 
 

(1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan 
jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12. 

(2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dicetak dalam kertas yang bertanda khusus. 
(3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan 

pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan 

b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih. 
(4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Perda Provinsi, Perkada, PB KDH, Keputusan Gubernur 

oleh Biro hukum. 

b. Perda Kabupaten/Kota, Perkada, PB KDH, Keputusan 
Bupati/walikota oleh Bagian Hukum; dan 

c. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan 

DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh 
Sekretaris DPRD. 

 
Pasal 112 

 

(1) Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah 
kop lambang Negara terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. 
(2)Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah 
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kop lambang DPRD terhadap Peraturan DPRD, Keputusan 
DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan 

Kehormatan Kabupaten/Kota. 
 

 
Pasal 113 

 

(1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perkada, PB KDH dan 
Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perkada, 

PB KDH dan Peraturan DPRD mengikutsertakan peneliti dan 
tenaga ahli. 

 

Pasal 114 

 

(1) Pemerintahan daerah dan/atau DPRD dapat 
mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan 
Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD sebelum 

ditetapkan.  
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 

Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian lainnya 

sesuai tugas fungsi. 
 

 
BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 115 

 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka: 
a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 41 Tahun 2001 

tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah yang mengatur 
mengenai Peraturan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; dan  

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 

Pasal 116 
 
(1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 
 

(2) Ketentuan mengenai: 

a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam 
Lampiran I; 

b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah 
tercantum dalam Lampiran II; dan 

c. Bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran 

III, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
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Pasal 117 
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Januari 2014 

MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

  
ttd  

  

GAMAWAN FAUZI 
 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Januari 2014 

MENTERI HUKUM DAN 

HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 

 
AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 32 
 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

ttd 

 
ZUDAN ARIF FAKRULLOH 

Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19690824 199903 1 001 
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